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IKHTISAR PUTUSAN 
PERKARA NOMOR 9/PUU-X/2012 

Tentang 

Pendaftaran Dan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Dan 
Orang-Orang Tidak Mampu  

 
Pemohon                    : Fathul Hadie Utsman, dkk. 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pokok Perkara                   : Pasal 1 butir 3, butir 12, butir 14, Pasal 13, Pasal 14, 
Penjelasan Pasal 14, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan 
ayat (5), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan 
ayat (2), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), 
Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30, 
Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), 
Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1) dan 
ayat (2), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 
38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bertentangan 
dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), 
Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) 
dan ayat (4), serta Pasal 34 ayat ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) UUD 1945 

Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima 
Tanggal Putusan : Selasa, 25 September 2012 

Ikhtisar Putusan :  

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mendalilkan adanya kerugian 
konstituisional atas berlakunya Pasal 1 butir 3, butir 12, butir 14, Pasal 13, Pasal 14, 
Penjelasan Pasal 14, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 20 ayat (1) dan 
ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), 
Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), 
Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1) dan 
ayat (2), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

Bahwa terkait kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 
dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman (UU 48/2009), menentukan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 
Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah 
mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 40/2004 terhadap UUD 1945, sehingga 
Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. 
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Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, dalam 
permohonan a quo mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia 
(termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), dan menurut Mahkamah, 
terdapat kerugian yang bersifat potensial dan hubungan sebab akibat antara kerugian para 
Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang a quo. Dengan demikian, para Pemohon 
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.  

Mahkamah berpendapat Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi 
dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan 
yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. 
Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau 
risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau 
Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum 
dalam permohonan a quo sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan 
relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau 
Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo. 

Mahkamah berpendapat Mahkamah menilai antara frasa yang dimohonkan pengujian 
dan dalil-dalil permohonannya tidak berkaitan dan tidak logis antara posita dan petitum. Jika 
suatu permohonan pengujian konstitusionalitas atas frasa tertentu maka para Pemohon 
seharusnya hanya memohon untuk membatalkan frasa yang dimohonkan pengujian 
tersebut. Frasa atau norma hukum lain yang termuat dalam pasal/ayat yang tidak 
dimohonkan pengujian oleh para Pemohon harus tetap dinyatakan konstitusional dan 
berlaku. Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 tidak mempunyai 
kewenangan untuk merumuskan norma pasal/ayat dalam suatu Undang-Undang karena 
perumusan pasal/ayat suatu Undang-Undang merupakan kewenangan pembentuk undang-
undang. 

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai permohonan 
para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 dan Pasal 51A ayat (2) UU MK, yaitu 
tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci perihal yang menjadi dasar permohonan dan 
hal-hal yang dimohonkan untuk diputus, sehingga permohonan para Pemohon adalah kabur 
(obscuur) dan dinyatakan tidak dapat diterima. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 


